BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mcnimbang

Mengingat

TAHUN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a.

b.

bahwa Millennium Development Goals merupakan
suatu komitmen nasional dan global dalam upaya
memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui
pengurangan kemiskinan dan kelaparan,
pendidikan, pemberdayaan perempuan,
kesehatan dan kelestarian lingkungan;

bahwa untuk percepatan pencapaian Rencana
Aksi  Daecrah  Millennium Development Goals
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015
dimana Kabupaten /Kota sebagai obyek dan
bagian dari Rencana Aksi Daecrah Millennium
Development Goals, maka perlu komitmen . dan
dukungan dari Kabupaten/Kota dalam
mewujudkan program — pembangunan  yang

sejahtera dan berkeadilan:

bahwa untuk percepatan pencapaian Millennium
Development Goals ditingkat dacrah perlu scgera
menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota
untuk pcreepatan pcncapaian Millennium
Development Goals Provinsi Kalimantan Timur
vang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢
diatas, perlu  membentuk Pcraturan  Bupati
tentang  Rencana Aksi  Daerah Percepatan
Pencapaian Target Millennium Development Goals
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat [II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kescjahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4564);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4907j;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  Kepala Dacrah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daecrah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48195);

Pecraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional Tahun 2010;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Berkeadilan;

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara
Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 517);



28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Rencana  Kerja Pembangunan Dacrah Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 471);

29. Peraturan Dacrah Kabupaten Kutai Kartancgara
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daecrah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomorl1);

30. Peraturan Dacrah Kabupaten Kutai kartanegara
tentang Perubahan Anggara Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah scbagai unsur penyclenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
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yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Milennium
Development Goals Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2015 yang
selanjutnya disingkat RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung dan menunjang
percepatan MDGs Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan suatu
komitmen nasional dan global dalam upaya perbaikan kesejahteraan
masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan
pemberdayaan perempuan keschatan dan kelestarian lingkungan untuk
periode 2014-2015.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya RAD MDGs untuk memberikan arah sekaligus
menjadi pedoman bagi scluruh komponen dacrah dalam mewujudkan
percepatan pembangunan yang scjahtera dan berkeadilan khususnya di
Kabupaten Kutai Kartanegara.



(2) Tujuan disusunnya RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara ini sebagai
pedoman dalam upaya percepatan target Millenium Development Goals
dalam mendukung peclaksanaan pembangunan dacrah Tahun 2014-2015
dalam bentuk arah kebijakan, strategis dan program serta kegiatan dan
merupakan komitmen dacrah dalam mendukung RAD MDGs Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2011-2015.

BAB III
RAD MDGs KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal 3

(1) RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) berisi 7 (tujuh) tujuan pembangunan yaitu:

. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

.mencapai pendidikan dasar untuk semua;
. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
.menurunkan angka kematian anak;
. meningkatkan keschatan ibu;

memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;dan
g. memastikan keberlangsungan lingkungan hidup.
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(2) RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara ini dituangkan kedalam Matrik
Rencana Aksi Dacrah Millennium Development Goals Tahun 2014-2015
yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Pcraturan Bupati ini.

(3) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai pedoman
dalam upaya percepatan pencapaian target dan indicator pembangunan
millennium dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

(1) RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartancgara dipergunakan scbagai pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Kutai Kartanegara pada Tahun 2014-2015 yang memuat
program/kegiatan dalam pcrcepatan pencapaian target RAD MDGs di
daerah serta evaluasi capaian MDGs di daerah pada Tahun 2011-2013.

(2) RAD MDGs Kabupaten Kutai Kartancgara juga dipergunakan scbagai
cvaluasi dan laporan capaian MDGs Provinsi Kalimantan Timur yang
memuat tentang capaian MDGs di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011-2013.

(3) RAD  MDGs  Kabupaten Kutai Kartanegara disusun  dengan
memperhatikan RAD MDGs Provinsi Kalimantan Timur dan RAD MDGs
Nasional.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
MDGs Kabupaten Kutai Kartanegara.
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(2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs Kabupaten
Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan
lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

P

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
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Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

/"—z M
DRS. EDI DAMANSYAH, .Si
NIP. 19650302 199403 1 0011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 44
TAHUN 2014




